Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BGJONEGORO
BNOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

POLA FROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
I LINGRUNGAN PEMERINTAH KABUFATEN BOJONEGORD

Memimbang

Mengingat

g.

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESa

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka pembinaan karier dan tertib
administrasi pelaksanaan promosi dan mutasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka
perlu membentuk pedoman pola promosi dan mutasi
Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro guna menjamin obyektifitas dan
transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri

Sipil antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten
Hojonegoro;

.bahwa  herdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bajonegoro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 t(entang

Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )
scbagaimane ielah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentatig Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya
Dengan Mengubalh Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Dacrah Kota Besar
Dalam Linglcungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Letnbaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234} sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tehun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Ihdonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3.

14,

-2 .

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5484);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintallan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telab diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomors679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republiic Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diuhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65402);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Tegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037}
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawei Negeri Bipil {Lembarsn Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamhbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

. Poraturan Pemerintah Nomor 30 Tehun 2019 ientang

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 lentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tshun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2018
Nomar 157);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan
Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tehun 2019
tenfang  Mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  Antar
Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegors Nomor 13
Tahun 2016 fentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kebupaten Bojonegoro {Lembaran
Daerah Kabupaten Bojopegore Tahun 2016 Nomor 16}
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 ‘TFahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PROMQSI DAN
MUTASl PEGAWAI NEGERI SiPl. DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHE KABUPATEN BOJONEGORO,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksnud dengan ;

i

3.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro,
2.

Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Bojonegora,
Bupati adalah Bupan Bojonegoro.

Bojonegora,

. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan wvang

selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro,

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

Bojoncgore ~dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan vang menjadi  kewenangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

.Pegawai  Aparalur Sipil Negara vang selanjutnya

disingkat ASN adalah Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian EKerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi fugas negara
tainnya dan digayi berdasarkan peraturan perundang-
undangar. :

. Pegawal Mewen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah Pegawal Negeri Sipil di linglkuhgan
Pemerintah Kabupaten Bojonegore.
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. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan  proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentisn PNS sesuai dengan
ketentnan peraturan perundang-undangan.

Standar Kompetensi Jabatan adalah persvaratan
kompetensi jabatan minimal vang harus dimiliki oleh
seorang PN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Scleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi
kecocoksn antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS
dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan
Pitnpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaren
tersebut  diinformasikan atau  diumumkan secara
terbuka.

Jeleksi  Administrasi  adalah  penelitian terhadap
kelengkapsn  dan  keabsahan berkas kepegawaian
dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratikan
untuk suatu jabatan,

Jabatan adalah kedudulan yang menunjukikan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi,

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama vang selanjutnya
disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,

Pejabal Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN
yang menduduki JPT Pratame pada Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro.

Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya
disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT
Pratama vyang dilakukan melalui kompetensi secara
terbuka,

Jabatan Administrator yvang selanjutnya disingkat JA
adalah jabatan administrasi setara dengan Eselom 1.
Jabatan Pengawas adalah Struktural setara Jabatan
Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakmkan oleh pejabat
pelaksana.

Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki
tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik
serfa administrasi pemerintahan dan pembangunan,
Jabatan Fungsional yang sclanjuinya disingkat JF
adalah sekelompol jabatan yang berisi funpgsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan  fungsional  yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentn,
Pejabat  Pembina Kepegawaian yang  selanjutnya
disingkat PPK adalah Bupati vyang mempunyai
kewenangan menctapkan pengangicatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan
Manajemen ASN sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pangitat adalah kedudukan yang menunjukan tangga
Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tahpgung jawah,
dampek dan persyaratan kualifikasi pekerjaan vang
digunakan sebagai dasar penggajian.
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(1)

Promosi adalah perpindahen dari satu posisi jabalan ke
posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup
Pemerintah Kabupaten Bojonegora.

Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar Instansi
Pemermtah maupun antar satuan kerja baik secara
horizontal maupun diagonal.

Analisa Kebutuzhan merupakan bentuk kebutuhan
pegawai yang didasarkan pada Analisa jabatan, Analisa
behan kerja dan peta jabatan.

Peta Jahatan adalah susunan fabatan yang digambarkan
secara vertikal maupun horizontal menurut  struktur
tanggung fawab jabatan serta persyaratan jabatan,

.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk olch

pimpinan Unit Kerja Eselon 11 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan ji
lcclayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi
kelayalean pegawai untuk mengisi jabatlan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur atau  kondisi
kecacatan,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA AZAS

Bagian Kesatu
Malcsud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman promosi dan

mutasi PN3 pada lingkungan Pemerintah Daersh.

Tujuan Penryusunan Peraluran Bupati ini;

a. mengisi kekosongan formasi PNS pada lingkungan
Pemerintah Daerah;

b. mewumdkan proses pembinaan karier yang terencana,
bertahap, terarah, obyektif, dan berkeadilan sehingga
akan berimplikasi positif terhadap peningkatan
motivasi kerja dan kinerja;

c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi
dan mutasi PNS pada linglkungan Pemerintah Daerah;
dan

d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and
punishment,

Pasal 3

Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan axas;
4. profesional;

h. obyektif dan transparan;

<. prosedural;

d. mudal: diakses; dan

e. tanpa baya.
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(2) Azas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

)

(4}

{5}

%)

huruf &, yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi
dari pihak manapun dan dilayani coleh petugas yang
berkompeten.

Azas obyekuf dan transparan sebagaimana dimalksud
pada ayat {1} huruf b, vaitn mutasi PNS dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat
dipantau prosesnya.

Azes prosedural sebagaimans dimsksud pada ayat (1)
huruf ¢, yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan
yang ditetaplkan,

Azas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf d, yaitu mutasi PNS dapat diakses dengan
mudah melalui sahiran informasi yang ditetapkan atau
berbasis online.

Azas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, yaitu mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Bagian Kedua
Ruang Linglup

Pasal 4

Ruang lngkup Peraturan Bupau ini meliputi seluruh
proses promosi dan muilasi PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegore vang terdin dari:

=TI =

{1}
(2)

{3)

8

. Persyaratan umur;

. persyvaratan administrasi;

. progedur; dan

ketentuan lain vang mengstur pola promosi dan mufasi

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III
POLA PROMOSI
Bagian Kesatu

Paszl 5

Promosi merupakan hentuk pola karier vang dapat
berbentuk vertikal atau diagonal.

PN5 dapat dipromosikan di dalam danjatau antar JA
dan JF keterampilan, JIf ahli pertama, dan JF ahli muda
secpanjang memenuhi  persvaratan jabatan dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi.

Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif
aritara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian
atas prestasl  kerja, keperoimpinan, kerja sama,
Igeatifitas tanpa membedakan jender, suky, agama, ras
dan golongan,

PNS wang menduduki JA dan JF ahli madya dapat
dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan
Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan
jebatan, mengikuti dan/fatau lulus seleksi dengan
memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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PNS yang menduduki JF ahli utames dapat dipromosikan
ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Dacrah
sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengiluti
dan/atau  lulus  seleksi dengan  memperhatikan
kebutuhan organisasi sesual  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bupati selaku PPK dapat mencrima pertimbangan dari
tim penilal kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan
promosi JA dan/atuu JF sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Titn Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja PNS
berdasarkan perbandingen obvektif antara kinerja,
kualifikkasi dan kompetensi,

Bagian Kedua
Paola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal &

Promasi vertilkal dilakukan melalui perpindahan satu

posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi

terdiri atas :

a. promosi di dalam satuan kerja Pimpinan Tinggi
Pratama; dan

b. promosi antar satuan keria Pimpinan Tinggl Pratama.

Promosi diagonal dilakukan rmelalui perpindahan dari

salll posisi jabatan ke posisi iabatan yang lehih tinggi

antar kelompolk JF, JA atau JPT.

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi  di
lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

1

. Persyaratan  untuk  diangkat dalam  JPT  Pratama

dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Persyuratan untulc diangkat dalam JA, yd_ltu

a. berstatus PNS;

b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling
rendah Sarjana atan Diptoma TV,

c. memiliki integritas dan moralitas yang bailk;

d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling
singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingicat denhgan
Jabatan Pengawas sesuxi dengan  jabalan  yang
didudukd;

e, sctiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 2 {dua) tahun teraldhir;

. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial
dan kompetensi sosial kultural sesuai standar evaluasi
oleh Tim Penilian Kinerja PNS; dan '

g. senat jasmani dan rohani,
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3. Persyaratan untuk dianglat dalam jabatan Pengawas,
vartu:

a. berstatus sebagal PNS;

b. memilili kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling
rendah diploma U atau yang setara;

¢, memiliki integritas dan maoralitas yang baik;

d. memilili  pengalaman  Jabatan Pelaksana paling
singlaat 3 (tiga) tahun atau JF yang sctingkat dengan
bidang tugas jahatan yang diduduki

e. setiap unsur penilaien Prestasi Kerja paling sedikit
bernilai bail dalain 2 {dua) tahun terakhir;

f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial
dan  lompetensi sosial kultural vang dibukiikan
berdasarkan hasi! evaluai oleh Tim Penilsi Kinerja
PNS; dan

g. sehat jasmani dan rohani,

4. Bagt PN yang berasal dari J¥ untuk dapat dipromosikan
menjadi JPT atau JA, harus diberhentikan dari JF,

9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2] dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan
golongan/ruang  sampai  dengan diberlakukannya
ketentuan mengenal gaji dan tunjangan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai gaji  dan
tunjangan sebagai pelaksanasn Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Bagian Kcempat:
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Daerah  dilakufan

dengan ketentuan sebagai beriloat:

&, pengisian  JA ditetapkan  olch  Bupati  dengan
memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja
dan/atau permchonan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi
Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan

b. pengisian Jabatan Pengawas di linglkungan Pemerintah
Daerah ditetapkatn oleh Bupati dengan memperhatilcan
pertimbangan  dari Tim  Penilai Kinerja, dan/atau
persetujuan  dari satnan  kerja  Pimpinan  Tingei
Pratama/Administrator yanpg bersangkutan bila vang
dipromosikan berasal dari satuan kerja lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pognl G

(1} Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan
Bupall.

[2) Tim Penilai Kinerja sebagaiman dimaksud pada ayat {1),
memberikan pertimbangan penilaian  sesuai  dengan
keteniuan peraturan peruandang-undangan.
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{3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada avat (1),
terdiri atas:
a. pejabat yang berwenang;
b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
c. pejabal yang menangani bidang pengawasan internal;
dan
d. pejabat yang menangani bidang kelembagaan.
(4} Susunan Tim Penilai Kinerja scbagaimana ayar (1),
terdiri dart:
a. pefabat Pimpinan Tinggi Praltama/Eselon H.a sclaku
ketua merangkap anggota;
b. pejabat Fimpinan Tinggl Pratama yang menangani
urusan kepegawaian selaku sekretaris; dan
c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku
anggota,

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

{1} Tim Pcnilai Kineria melaksanakan rapat paling sedikit 2
{dua) kali dalam selzshun dan/atan sewaktu waltu
apabila diperlukan.

(2] Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi
dan mutasi berdasarkan daltar nominatif PNS yang telah
memenuhi persyaratan jabatan dengan memyperhatikan
Peta Jabatan pada masing-masing satuan kerja.

(3} Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai
Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayvat (2} tidak
terdapat calon yang memenuhi kriterla, Tim Penilai
Kinerja dapat mmcecmpertimbanglean calon lain.

(4] Dalam mempertimbangkan vsulan promosi dan mutasi
bagl pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat
Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat & (enamj}
hulan sehelum memastkl masa pensian,

{5} Rapat Tim Penilai FKinerja dinyatekan sah apabila
dihadiri lebih dari ¥ (satu per dua) dari jumlah anggota
dan berjumlah gasal.

(6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berbalangan tetap,
malka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua,

(7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan
pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling
sedikit 2 {dua) crang calon terbaik yang memenuhi
syarat.

{8)] Hasil rapat Tim Penilai Kincrja dituangkan dalam Berita
Acara dan disampaikan kepada pimpinan satuan kerja
melalii  surat rekomendasi usulan promosi/mutasi
jabatan paling lambat 3 ({tiga) hari scielah rapal
dilaksanakan.

19) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.



BAD IV
MUTASI
Bagian Kesatu

Pasal 11

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Dacrah,

yaita:

a. PNS  pada lingkungan Pemocrintash Daerah dapat.
dilakukan wmutasi berdasarkan kesesuaian antara
kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi
jabatan  dan pola karier dengan memperhatikan
kebutuhan organisasi;

b. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan cleh Bupati
berdasarkan hasil analisis kebutuhan:

¢. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi
atall pcrmohonan PNS atas persetujuan dari plmpinan;
dan

d. mutasi sebagaimansa dimaksud pada avat (1), dilakukan
dengsn  memperhatikan  prinsip  larangan  konflik
kepentingan.

Bagian Kedua
Pola dan Jenis Mutasi

Pazal 12

Pola. mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah

dilalcukan melalui ketentuan schagai berikut;

a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari sat
posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja
yvang sctara; dan

b. mutasi juga dapat dilakukan melalui perpindahan dari
organisasi Perangkat Dacrah ke lingkungan satuan kerja
organisasi Peranglkat Dacrah lginnya.

Pasal 13

Jenis mutasi PNS pada lingkungan Pemecriniah Daerah

dapal dilakukan melalui ¢

a. mutasi antar organisasi perangkat dacrah;

h. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah
Daerat; dan

c. mutasi dari Pemerintah Daerah ke instansi Pemerintah
lainnya.

Bagian Keliga
Mutasi Antar Organisasi Perangkat Dacrah

Pasal 14

(1} Permohonan mutasi antar organisasi Perangkal Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan
dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan
dolmmen sehagai berikut :

a. asli sural usulan dari kepala Perangkat Daerah yang
menerima kepada Bupati melalui Kepala, BKPP;



(2)

(1)

(2)

(3]

(1)
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L. asli surat permohonan kepada Bupeli untuk mutasi ke
Perangkal Daecrah atau Perangkat Daerah lainnys;

c. asli surat persefujuan melepas dari kepala Peranglear
Dacrah asal; dan

d. persyaratan/dokiumen  yang  herkaitan dentgan
mutasifalasan  mutasi  sesusi  dengan  ketenluan
peraturan perundang-undangan.

Kepala BKPP dapat memproses usul mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah

lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 15

Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat
ditindaldanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS
vang bersangkutan.

Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujusn,

maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke

Perangkat Daerah pengusul,

Prosedur mutasi antar organisasi Perangkat Daerah di

linglungan Pemerintah Daerah  dilaksanaizan  sesuai

dengan ketentuan sebagal berikut:

a. permohonan mulasi disampaikan kepada Peranglat
Daerah yang ditujir secara berjenjang;

b. jika disetajui, persetujuan kepala Perangliat Daerah
yang dituju disampaikan kepada kepala Perangkai
Daerah asal untuk mendapatkan perserujuan.

. apabila  permohonan mutasi  disetujui, pimpinan
Perangkat Daerah yang dituju meneruskan permohoan
mutasi ke BKPP.

d. BKPP dengan mempertimbangkan kebutuhan pepawai
pada Perangkat Dacrah asal dan/atau Perangkai
Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak
permohoan mutasi tersebut; dan

e. BKPP menetapkan keputusan mutasi atan  surat
penolakan dalam waktu paling lambat 30 [tiga pulah)
hari sejak usulan diterima,

Baglan Keempat
Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke
Pemerintah Daerah

Pasal 16

PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya dapat mengajukan

permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah,

apabila:

a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan
suami /st

b. mengilkuti atau mengurus orang tua yang sudah lansia
atauy sakit; dan

c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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{2} Permohanan mutasi sebugaimana dimaksud pada nyat
(1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut;

a.

b.

terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja;

mengajukan surat permohonan  kepada  Gubernur
untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi,

- mendapat persetujuan tertulis dari PPK  dan/atau

pcjabat yang berwenang dari instansi asal;

. lidals sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang
atau berat;

. tidak sedang menjalanksn tugas belajar atau wajib

tugas paska menyelesailtan lugas herlajar atan ikatan
dinas;

unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai
batk selama 2 [dua) tahun teralhir;

- memiliki  kualifikasi  Pendidikan sesuai  dengan

kebutuhan formast,

ctidak menuntut tanjangan Idnerja/TPP pada tashun

berjalan; dan

melengkapi persyarslan/dokumen vyang  berkaitan
dengan mutasi/atasan mutasi sesuai ketentuan
peratutran perundang-undangan.

{3} Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayal {1},
dilaksanakan scsual dengan ketentuan sebagai berikut :

a

. permohonan  mutasi  disampaikan oleh  pimpinan

instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Bupati
melaluil BKPP;

.berdasarkan  Analists Kebutuhan, BKPP dapat

menyetupa mengeluarkan persetujuan atau penolakan
dalam waktu paling lammbat 30 (tiga puluh) hari sejak
berkas permohonan mutasi diterinea;

. apabila disetujui, BEPP mengirim berkas permohonan

iersebut kepada BKN untuk memperoleh persetujuan
ieknis; dan

. berdasarkan persetujuan telnis dari BKN, Pemerintah

Daerah menetsplkan keputusan penempatan paling
lambat 14 (cmpat belas) hari sejak  dilerimanva
persetujuan teknis.

Bagian Kclima,
Mutasi dari Pemerintah Daerah
ke Instansi Pemerintah Lainnyva.

Pasal 17

(1} PNS Pemerintah Daerabh dapat mengajukan permohonan
mulasi ke lingkungan I[nstansi Pemerintah lainnya,

apabila:

4. mengikuti dan/atau mendekati tompat penugassn
suami/istri;

b. mengikuti atau menguris orang tua yang sudah lansia
atau sakir; dan

c. ulasan  lain  yang dapat dipertimbangkan sesuai

kelentuan peraturan perundang-undangan.
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Permohonan muiasi sebagaimamna dimaksud pada ayat

(1]. dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. mengajukan permohonan kepada Bupati;

b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur
untuk matasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

¢, mendapat persetljuan tertulis dari PPK dan/atau
pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;

d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau
sedang menjalani hukuman disiplin tdngkat scdang
alalt berat;

e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib
Wigas paska menyelesaikan tugas berlajar atau ikatan
dinas; dan

. melengkapi persyaratan/dokumen vang berkaitan
dengan  mutasifalasan  mutasi  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan  mutasi  disampaikan kepada Bupat
melahii satuan kerja secara berjenjang;

b.dalam hal pimpinan saluan  kerja  menolak
permchonan mmitasi, permochonan  dikembalikan
kepada pemohon dengan disertai alasan penalakan;
dan

¢, Bupali menerbitkan persetujuan untk diteruskan
kepada instansi yang dituju atau mengembalilcan ke
satuan kerja pengusul apahila tidak disetujni,

BAB WV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Bupall selaku PPK dapat melakukan pembinaan dalam
rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati ini

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah,
Kepala BKPP, Perangkat Dacrah danfatau instensi
terkail.

Fenyelenggaraan  pembinaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2}, dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE V1
KETENTUAN PERALIHAN

Tasal 19

Pada saal Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah yvang berkaitan dengan pola
promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan  Bupati ini mulaj berlaku pada langgal
diundariglkan,

Agar setipa orang mengetahuinya, memerintahksn

pengundangan Peraturan Bupati 111i dengan
penempatannya ke dalam  Berita Daerah Kabupaten
Bojonegora.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 QOklober 2021

EUPATI EOJONEGORD,
itd.
ANNA MU'AWAWNAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Qktober 2021

SEKXRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
Dra. NURUL AZIZAE, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORC TAHUN 2021 NOMOR 41,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEERETARIS DARRAH KABUPATEN BOJONEGORG,

p——

Dra, NURUL AZIZAH, MM
Pembing Urarna Muda
NIP. 19600405 1958209 2 001




